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‘onoanmasiatif

GATS ini merupakan hasil suatu proses yang cukup partiny +ang Cmola

vang diambil oleh Amerika Serikat yang pada Tokyn A¢ «oiak muat nerusaha
meyakinkan para peserta lainnya untuk mendukung prakarsam : untax memasukkan
perdagangan dalam bidang jasa dalam kerangka GATT Usaha Amerikz Serikat ini baru
berhasil pada tahun 1986 ketika diambil suatu keputusan yang tegas keuka Dekiarass Menten
di Punta [?‘cl Este meluncurkan Putaran Uruguay. Schagaimana dins atakan. tujuan dar

negosiasi mengenai jasa-jasa adalah:

oy establish a multilateral framewerk of principies and rules for trade i services, including elabo-

ration of possible disciplines for individuat sectors, with « view to expansing of such trade under

conditions of transparency and progressive liberalization and as & meaits of PILMOLHNE cconomic
growth of all trading partners and the developments of developing vounities. Sucl: tramework shall
respect the policy objectives of national laws and regulations applying services and shall take into

acconnt the work of relevant international organizations.

Suat hal yang sangat menarik perhatian adalab baiiwa Adneriha senkat vang di satu
pihak sangat aktif dalam berusaha antuk meluaskan prins:p dacd G5TT pada jasa- jasa, di
lain pihak tetap ingin mempertahankan keuntungan-keantunzan oy diperelchnya dalam

perjanjian-perjanjlan internasional vang telah ada yang mengsturbeharapn seRI0r jass yang

penting sepertt penerbangan sipil dan pengangkutan laut. dus bidang yung palmg mencolok
di mana Amerika Serikat mempunyai kepentingan hstors. Sepert diketahui, pada scktor
jasa penerbangan sipil hak ncgara-negara didasarkan alas suatu sister perjanjian
pencrbangan sipil yang bilateral yang menctapkan rute-rute. hak meundarat danding rights)
dan tarip-tarip antara pihak yang mengadakan perjanjian berdasarkan preferensi. scdangkan
di dalam sektor maritim, UNCTAD Linear Code cenderung mengarah pada siruktur
bilateral yang serupa. Baik penerbangan sipil maupun scktor angkutan laug mengakui konsep
cabotage, Konscp cabotage ini, baik caborage udara maupun maritim, tidak sesuat dengan
prinsip most favoured nation (MFN), dan perkembangan selanjuinya di dalum perundingan
GATS menunjukkan bagaimana terbatasnya berlakunya GATS itn dalam sekior-sektor
tertentu.

Dalam penerbangan sipil misalnya, Annex mengenai jasa penganykutan udara sangat
menarik perhatian karena mengecualikan traffic rights (hak lalu lintas udara, termasuk
mengangkut dan/alan menurunkan penumpang atau barang). Palam kaitannva dengan jasa-
jasa yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak-hak Talu lintas udara, Annex ini
hanya berlaku untuk tindakan-tindakan (measures) meneenal perhatkan dan perawatan
(repair and maintenance) kapal terbang, penjualan dan marketing jasa-jasa penerhangan.
pengangkutan atau pengaturan di udara dan computerized reservanion sysiem. Berkenaan
dengan scktor maritim dalam perundingan Putaran Lruguay, Amerika Serikat berusaha
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untuk menarik industri maritim ini dari jangkauan segala persetujuan dengan mendasarkan
pendiriannya pada US Merchant Marine Act Tahun 1970 yang memberikan wewenang
kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil tindakan sepihak (#nilateral) terhadap
negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan maritim Amerika Serikat. Amerika
Serikat telah berhasii dalam usaha ini karena Annex yang kini berlaku mengenai Negotia-
tions on Maritime Transport Services hanya mengatakan pihak peserta akan berusaha untuk
memperoleR “progress, liberalization and to negotiate further” tanpa ada suatu persetujuan
mengenai sektor ini yang mengandung komitmen-komitmen yang mengikat.

Apa yang diuraikan di atas memperjelas satu aspek dari posisi Amerika Serikat datam
perundingan-perundingan GATT dan GATS ini. Di satu pihak Amerika Serikat selalu
berargumentasi memperjuangkan liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa.
Namun, di pihak lain Amerika Serikat selalu mempertahankan haknya (reserves the right)
dengan menggunakan alasan fair trade untuk mengambil tindakan-tindakan sepihak dan
tindakan kebijakan perdagangan domestik terhadap mitra dagangnya sesual dengan
kepentingannya berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan Tabun 1974 (1974
Trade Act) yang telah diubah dengan Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988,
Tindakan balasan unilateral ini dikenal juga dengan nama Super 307, Mengena penvelesaian
sengketa, misalnya dalam satu diskusi mengenai Undang-undang Perdagangan dan Com-
petitiveness Act yang baru, wakil Amerika Serikat dalam GATT Counctl pada tahun 1988
menyatakan bahwa Amerika Serikat commitred untuk memakai prosedur-prosedur GATT
untuk menyelesaikan sengketa dagang sejauh mungkin, namun tidak melepaskan baknya
(reserves the right) untuk bertindak secara unilateral dalam bidang-bidang terientu yang
belum tercakup dalam jangkauan GATT, misalnya mengenai perdagangan jasa dan
perlindungan hak milik intelektual yang pada waktu itu memang belum tercakup dalam
sistem GATT.

Uraian di atas mengenai posisi Amerika Serikat saya kemukakan sckedar untuk
menunjukkan bahwa peserta GATT atau GATS dalam memperjuangkan liberalisasi
perdagangan barang atau jasa tidak perlu mengabaikan kepentingan-kepentingan
nasionalnya seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negara
yang paling terkenal memperjuangkan liberalisasi perdagungan. Namun bita kepentingan
nasionalnya menghendakinya, ia tidak segan-segan untuk berlaku proteksionis dan
melakukan tindakan balasan secara unilateral.

1. SIKAP NEGARA-NEGARA BERKEMBANG TERHADAP GATS

Reaksi pertama negara-negara berkembang terhadap perundingan mengenai jasa adalah
sikap yang menentang. Pertentangan Utara-Selatan berpengaruh dalam hal ini. Adanegara-
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negara herkembang yang menvangsikan perlunya jasa i dicantumkan dalam suatu
perjanjian apapun maupun menentang ruang lingkup dan isi dart beberapa bentuk jasa.
sedangkan beberapa negara berkembang lain menyatakan bahwa jasa haras dikcluarkan
sama sekali dari proses negosiast. Proses yang dimulai pada tahun 1936 di Punta Del Este
merupakan kompromi antara negara-negara maju dan negara-necgara berkembang mengenai
negosiasi Periha] jasa-jasa dalam rangka GATT. Dicapai kesepakatan balwa perundingan
mengenai jasa-jasa dapat dimulai, namun negara-negara bernembang berhasil
menempatkannya pada jalur tersendivi di luar kerangka hukum GATT mengenal
perdagangan barany. Hal ini, yang kemudian melahirkan GATS. diJaxukan untuk
menghilangkan kemungkinan persilangan antara masalzh-masalaly GATT mengenai
perdagangan barang Jdan perdagangan jasa. Negara-negari herkembang juga berhasil dalam
usahanya agar perkembangan ekonomi dan pertumbuhan dimasukkan schagal tujuan dary
setiap perscluiuan yang dicapai. Scbagaimana telah disinggung di muka. GATS
merupakan salah satu dari Annex (Annex TB) dari perjanjian yang membentuk WTQ {The
WTO Agreement). Karena itu,GATS merupakun satu bagian integral dari Perjanjian WTO
dan sctiap negara yang mencrima Perjanjian WTO terikat yntuk menerimi semua petjanjian
dugang multilateral yang merupakan Annex dari perjanjian ito. termasuk entara lain GATT
1994 dan GATS. Negara-negara yang menandatangani Perjaniian WTO mosti menerima
semiua perjanjian yang termasuk dalam Uruguay Round Puckage Gan moreka tidak holeh

memilih-milih di antara agreement ilu yang mercka sukat saja.

Hingga kini kurang lebih 80 anggota bekas anggota GATT lama telah menjadi anggota
WTO dan diharapkan bahwa yang lainnya akan menjadi anggota organisasi baru ini dalam
waktu yang tidak lama. Beberapa di antara mereka menunggu hingga Scheduie of Commit-
ments mereka disetuju atau sedang mepunggu prosedur-prosedur ratifikas: sesual dengan
undang-undang dasar mercka selcsai dijakukan, Juga ada scjumlah anggota lainnya berusaha
antuk menjadi anggota WTO dengan jalan aksesi (accession).

Dalam mempelajari GATS kita harus memperhatikan 3 macam dokuien, Dokumen
vang pertama adalah Perjanjian GATS itu sendiri vang merupakan suatu framework
agreement vany terdiri dari 39 pasal vang terbagi atas 6 bagian. Perjanjian ini mengandung
suatu perangkal konsep-konsep umum, asas-asds dan keteniuan-kKetentuan yang
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan segala tindakan bertalian
dengan perjanjian perdagangan jasa dan dapat dibagi dalam enam bagian.

Bagian [ mengandung kewajiban-kewajiban dasar (Basic Obligarions} herkenaun
dengan definisi dan ruang lingkup dari jasa.

Bagian 11 mengandung ketentuan berkenaan dengan kewajiban umum seperti most

favoured nation (MENY, fransparency’ ketentuan-ketentuan untuk partisipasi vang
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meningkat dari negara-negara berkembang dalam perdagangan global dalam bidang jasa;
pelaksanaan peraturan-peraturan domesiik bertalian dengan jasa: kewajiban berkenaan
dengan syarat-syarat pengakuan dalam bidang jasa; penggunaan pembatasan dalam trans-
fer-transfer dan pembayaran internasional dalam hal terdapat kesulitan balance of pay-
ments dan berlakunya pengecualian-pengecualian baik yang bersifat umum maaupun khusus,
Bagian I11 GATS adalah bagian operatif yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai
market acclss dan national treatment. Kerentuan-ketentuan mengenai market aecess dan
rational treatment ini tidak dicantumkan sebagai general obligations wetapi sebagal spe-
cific commitments yang harus dimuat dalam daftar-daftar komitmen nasional i Narioaal
Schedule).

Bagian IV meletakkan dasar bagi liberalisasi progresif jasa-jasa dengan diadakannyu
putaran-putaran perundingan perdagangan jasa selanjutnya, termasuk di dalamnya penarikan
kembali dan modifikasi komitmen-kemitmen dalam daftar-daftar komitmen nasional setefah
3 tahun.

Bagian V mencakup ketentuar-kctomuan kelembagaan. termasok pembentukan GATS

Council on Trade in Services bersama-sama dengan pasal-pasal mengenai kensultas
dan prosedur penyelesaian sengketa. sedangkan Bagian VI memuat ketentuan-ketentuan
akhir (Final Provisions).

Kelompok dokamen kedua yang harus diperhatikan terdiri dari daftar jasa-jasa yang
disusun oleh negara-negara (Schedule of Services) yang memuat kewajiban-kewajiban
spesifik yang telah dirundingkan dan yang merupakan komiimen yang bertalian dengan
sektor jasa dan sub-sektor jasa yvang termuat dalam daflar komitmen nasional, vang
dikualifikasikan lagi oleh kualifikasi sektor spesifik, kondisi-kondisi dan pembatasan-
pembatasan, Daftar-daftar komitmen nasional ini merupakan daftar vang selalu ada dalam
proses liberalisasi yang kontinu sama seperti konsesi-konsesi tariff dalam GATT megenai
barang.

Kelompok dokumen ketiga vang harus diperhatikan adalah sejumlah Annex vang
berkenaan dengan beberapa sektor khusus. Annex yang pertama adalah Annex mengenai
peagecualian terhadap Pasal I1 (perthal berlakunya MFEN). Annex kedua mengenai gerak-
gerik manusia {(movement of natural persons) yang memberikan jasa di bawah GATS.
Kemudian ada pula beberapa Annex hertalian dengan sektor-sekior tertentu scperti Annex
on Air Transport Services, Annex on Financiaf Services, Second Annex on Financial Ser-
vices, Annex on Negotiation on Maritime Transport Services, Annex on Telecommunica-
tions, dan Annex on Negotiations an Basic Telecommunications.
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I1I. SUBSTANSI PERJANJIAN GATS

Palam tulisan singkat ini tidak mungkin dibahas semua pasal dalam Perjanjian GATS.
Berdasarkan alasan ini, hanya akan di singgung beberapa pasal terpenting saja dant Bagian
I. Bagian I, dan Bagian IIL

A. RuangLingknp dan Definisi

Pasal I Ayat (1) GATS menyatakan bahwa “This Agreement applies 10 measares by
members effecting Trade in Services”, sedangkan mengenai “Trade in Services™ Pasal [
Ayat (2) menjclaskan bahwa yang dimaksud dengan “Trade in Services™ adalah perdagangan
jasa yang dilakukan dengan cara:

. Jasavang diberikan dari satu wilayah negara peserta ke wilayah ncgara peserta lainnya,
misalnya jasa vang menggunakan media telekomunikasi;

2. Jasa yang diberikan dalam satu wilayah negara kepada konsumen dari negara peserta
lainnya, misalnya jasa pariwisata;

3. Jasayang diberikan melalui kehadiran badan usaha suatu negara dalam wilayah negara
lain, misalnya melalui pembukaan kantor cabang atau perwakilan bank asing;

4. Jasa vang diberikan oleh warga negara suatu negara peserta dalam wiiavah negara
pescrta lainnya. misalnya melalui jasa konsultan atau gkuntan.

Dengan measures by members dalam perjanjian ini dimaksudkan segala uindakan yang
diambil olch :
1. Pemerintah pusat, dacrah atau lokal dan pejabat-pejabat Negara Peserta dan
2, Badan-badan bukan pemerintah yang melaksanakan wewenang yang didelegasikan
kepada mereka olch pemerintah pusat, regional atau lokal alau pejabat-pejabatnya.

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen menurut
perjanjian ini, setiap negara peserta harns mengambil segala tindakan yang mungkin untuk
menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan perjanjian ini oleh badan-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah daerah dan lokal dan badan non-pemerintah di dalam wilayahnya, Dalam
pengertian “jasa” tercakup segala jasa di segala sektor. kecuali jasa-jasa vang diberikan
olch badan-badan pemerintah. Yang dimaksudkan dengan “jasa vang diberikan dalam
pelaksanaan pemerintahan” dimaksudkan setiap jasa yang diberikan tidak secara komersial
atan tidak secara berkompetisi dengan pemberi jasa lainnya.

Dari ketentuan-kctentean Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) di atas kiranya jelas bahwa
pengertian jasa adalah sangat luas. Dalam membaca dan mengartikan Pasal I mengenai
ruang lingkup dan definisi “Trade in Services™ i, baik dibaca pula pasal XX VIII mengenai

6
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definitions yang digunakan dalam GATS. Dari situ bisa dilihat misalnya bahwa measure
berarti setiap tindakan oleh suatu negara peserta yang berbentuk hukum, peraturan,
ketentuan, prosedur, keputusan administratit atau bentuk lainnya. Definist ini tidak tengkap
atau exhaustive karena memang tindakan pemerintah atau badan pemerintab hanvak
ragamnya.

B. General Regulations and Disciplines

Perlakuan MEN (Most Favoured Nution Treatment) diatur dalam Pasal 11 Ayar (1)
vang mengatakan:

With respect to any measure covered by this Agreement, each member shail accord inymediutely and
unconditonally to Services and Service suppliers of any other member treatment no less favourable

than that it accords to like Services and Service suppliers of uny uther country.

Dalam mencantumkan ketentuan mengenai MFN ini, GATS mengikuli apa vang
tereantun dalam GATT mengenat penjualan barang. Suatu negara peserta bisa menyimpang
dari kewajiban Pasal IT Avat (1) tentang MFN di atas asal saja terlebih dahublu mengajuiannya
dan memuatnya dalam sat daftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Annex mengonal
Article Il Exemptions. Berdasarkan ketentuan mengenai MEN dalam perjaniian GATS ini.
tidak berarti hahwa suatu negara peserta tidak bisa mengadakan penvimpangan dalam
perdagangan jasa antara negara itu dengan negara tetangga terdekat. misalnyva seperts dalam
hal segi tiga SIJORI (Singapura, Johor dan Riaus.

Transparency diatur dalam Pasal Il vang secara singkatnya mengatur bahwa sctiap
negara peserla harus melakukan segala sesuatunya dengan terbuka dengan mengadakan
publikasi tentang tindakan-tindakan yang diadakannya vang bertalian atan dapat
mempengaruhi berlakunya perjanjian int, Pemberitahoan atau publikasi ity juga mengenai
perianjian internasional yang diadakan oleh negara peserta, Negara-negara peserta juga
mempunyai kewajiban untuk memberitahukan paling tidak setahun sekali kepada Council
of Trade in Services tentang diadakannya perubahan-perubahan dalam undang-undang.
peraturan atau administrative guidelines vang berlaku vang bisa mempengaruli secara
herarti perdagangan jasa yang diatur dalam daftar (schedule) komitmen sesual dengan
perianjian ini. Pasal inl juga mengatur kewajiban setitap negara peserta unluk bereiksi
segera terhadap segala permintaan negara peserta lainnya mengenai keterangan-keicrangan
spesifik berkenaan dengan tindakan-tindakan vang dapat mempengaruhs perdagangan jasa.
Untuk ini negara peserta wajib mengadakan apa yang dinamakan fnguiry Peinrs untuk
memberikan informasi demikian kepada para peserta lainnva. frguiry Points demikian
harus dibentuk dalam wakiu dua tahun setelah berlakunya Perjanjian WTO 1. Untuk
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negara-negara berkembang ada fleksibilitas dalam pembentukan frguiry Points inl. In-
quiry Points tidak dimaksudkan scbagai Depositories mengenai Laws and Regulations.
Kewajiban untuk transparansi menurut Pasal IIT in1 bdak berarti bahwa negara peserta
wajib memberikan informasi tentang hal-hal yang bersifat rahasia atau confidential (Pasal
il! bis).

Peningkatan turut sertanya negara-negara berkembang dalam Perjanjian GATS diatur
dalam Pasal IV vang mengatakan antara lain bahwa peningkatan turut sertanya negara
herkembang dalam perdagangan jasa akan diusahakan melalul special conmitments yang
dirundingkan antara peserta perjanjian ini bertalian dengan hat berikut
.  Peningkatan kemampuan jasa domestik. Kapasitas jasa domesuk mercka termasuk

cfisiensi dan daya saingnya antara lain dengan membantu negara berkembang u

mendapatkan teknologi atas dasar komersial;

o]

Meningkatkan kemampuan mercka untuk mendapatkun saluran dan distribusi dan
Jaringan informasi; dan

3. Libcralisasi dari market access dalam sektor-sektor dan cara-cara pengadaan cksper
yang penting bagi mereka,

Necgara peserta maju dan. di mana mungkin, lain negars peserta harus mengadakan
tempat-tempat kontak (conract points) dalam dua tahun terbitung mulal hertakunya
Perjanjian WTO untuk memudahkan negara-negara berkembang mendapatkan akses bagi
pemberi jasa mereka pada informasi yang bertalian dengan pasaran-pasaran mereka
mengenai hal :

Aspek-aspek komersial dan teknis dari pemberian jasé mereka;
pendaftaran, pengakuan dan cara memperoleh kualifikasi profesional: dan

o

tersedianya teknologi-teknolog: jasa yang mereka perlukan.

Prioritas khusus akan diberikan kepada negara-negara peserta terbelakang {feast de-
veloped countries) dalam pelaksanaan Ayat (1) dan (2) Pasal IV. Sccara khusus akan
diperhatikan kesulitan-kesulitan yang dialami negara-negara terbelakang dalam mencrima
komitmen-komitmen khusus hasil perundingan karena keadaan ekonomi mereka yang sulit
dan karena kebutuhan-kebutuhan pembangunan, perdagangan dan finansial mereka.
Economic Inregration diatur dalam Pasal V yang mengatakan bahwa :

1. This Agreement shall not prevent any of its Members from being a party to or entering
into an agreement liberalizing trade in services between or among the parties to such
an agreement, provided that such an agreement.

{(a) has substantial sectoral coverage, and
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by provides for the absence or elimination of substantially all discrimination, in the
sense of Article XVII, between or umong the parties, in the sectors covered under
subparagraph (a). through :
(i) elimination of existing discriminatory measures, and/or

(i1} prohibition of new or more discriminatory measures,

cither at the entry into foree of that agreement 7 on the hasis of a reasonable time-
frame, except for measures permitted under Articlzs X1, X1 X1V and XIV his.

2. In evalvating whether the conditions under paragraph I (b} are met, considerarion
may be given ro the relationship of the agreement to ¢ wider process of economic

integration or trade ltheralization among the countries concerned.

T

(a} Where developing countries are parties to an agreement of the rype referred 1o in
paragraph 1, flexibility shall be provided for regarding the conditions ser out in para-
graph 1, particularly with reference 1o subparagraph (b) thereof, in accordance with
the level of development of the countries concerned, hoth overall and in individual

sectors and subsectors.

4. Any agreement rveferred to in paragraph | shall be designed 1o facilitare rrade
between the parties to the agreement and shall not in respect of any Member outside the
agreement raise the overall level of barriers 1o trade in services within the respective
sectors ar subsectors compared to the level applicable prior to such an ugreement.

Pasal V vang mengatur perihal Economic Integration bertalian dengan suatu fenomena
yang dalam beberapa dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup berarti
yakni gejala adanya kerja sama regional dalam hidang ekonomi dan perdagangan, baik
berupa customs union maupun free trade areq yang akhirnva sering hertujuan integrasi
ekonomi dari ekonomi negara-negara yang bersangkutan. Contoh kerja sama regional
ekonomi dan perdagangan demikian adalah European Union (EU) atau Uni Evopa yang
dahulu dinamakan European Economic Community (EEC) alau Masyarakat Ekonomi Eropa.
EU merupakan bentuk kerja sama regional dalam hidang ekonomi perdagangan vang telah
mencapal integrasi yang paling tinggi, bahkan sudah meliputi bidang politik dan kebudayaan.
EU memiliki kelengkapan kelembagaan dan administrast yang sudah canggih, bahkan juga
memiliki satu mahkamah Eropa vang wrsendiri. Contoh [ain adalah North America Free
Trade Agreement (NAFTAY), suaw bentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan antara
Amerika Serikat dan Kanada, yang kemudian diperluas dengan Mexico, Di Asia kita kenal
ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), di mana Indonesia wurut serta di dalamnya.

Perihal kerja sama perdagangan dan ekonomi regional ini ada dua pandangan,
Pandangan pertama mengatakan hahwa bentuk kerja sama ckonomi perdagangan ini

9



ERA HUKUM Na. 12/ Th. 3/1887

merupakan bentuk yang membantu usaha ke arah kerja sama perdagangan dan ekonomi
multilateral vang bersifat global karcna merupskan satu bentuk tahap peralihan (transi-
tion stuge) antara keadaan sekarang di mana negara-negara bekerja sama secara bilateral
dan bentuk yang hendak dicapai vaitu bentuk multilateral yang bersifat global.

Pandangan lain mengatakan bahwa kerja sama regional dalam ekonomi perdagangan
bisa menjayhkan tujuan untuk mencapai suatu sistern multilaweral yang bersifat global karena
ada kecenderungan bentuk-bentuk kerja sama regional itu akan bersifat mmicgratif dan kerja
sama ckonomi dan perdagangan antar anggota itu cenderung untuk mendirikan tembok-
tembok luar (curer wall) terhadap negara-negara yang bukan peserta atau anggota. Dalam
pandangan ini bentuk-bentuk kerja sama perdagangan ekonomi regional tidak membantu,
hahkan menghambat erhentuknya suatu sistem multilateral dan global seperti sistem WTO.
Pasal V vang mengatur integrasi ekonomi ini menunjukkan bahwa negara-negara peserta
yang menyusun GATS mempunyai sikap yang cukup realistis mengenai bagaimana caranya
menghadapi berbagai bentuk kerja sama regional inl. Seperti dikatakan dalam Ayat (1},
negera-ncgara peserta yang menjadi anggota untuk kerja sama regional demukian
diperbolchkan menyimpang dari keharusan atau kewajiban MFN dalam perdagangan jasa,
dengan pengertian bahwa pengecualian yang dibertkan antara anggota badan regional it
menghasilkan suatu tingkat perdagangan jasa yang lebil tingii daripada yang berlaku bagi
anggota lainnya.  Ketentuan-ketentuan vang cukup ketat vang berlaku bag: negara-negara
maju vang mengadakan kerja sama regional atau kerja sama integrasi ekonomi sehagaimana
tercantum dalam Avat (1) dan (3.a). dilonggarkan dalam hal di mana bentuk-bentuk kerja
sama regional atau integrasi itu beranggotakan negara-negara berkembang. Larangan umum
vang berlaku bagi bentuk-bentuk kerja sama regional atau integrasi ekonomi yang hendak
menerapkan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan GATS tercantum dalam Ayat (4)
yvang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang tersebul dalam Ayat (1) harus bertujuan
mempermudah atau meningkatkan perdagangan jasa antaranggota kerja sama regional itu
dan tidak heleh meninggikan tingkat hambatan terhadap perdagangan jasa-jasa dengan
anggota peserla vang berada di luar perjanjian regional ataw integrasi itu.

C. Specific Commitments

Market access dan national treatment merupakan kewajiban-kewaiiban negara-negara
peserta GATS yang diatur dalam Bagian Il mengenai specific commitments bersama-sama
dengan addirional commirments.

Market access, national treatment dan additional commitments Int masing-masing
dratur datam Pasal XVI, XVII dan XVIII. Walaupun ada hubungan vang erat antara mar-
ket access dan national treatment, namun kedua hal ini berlainan sifatnyva. Ketentuan
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mengenat rationdl frearment mewapibkan negara-negara peserta untuk memperlakukan
pemberi jasa dari negara-negara peserta lain sama dengan penjoal jasa warga negara sendiri,
Kewajiban ini baru timbul bagi negara-negara peserta setelah penjual jasa dari negara
peserta iain itu diizinkan masuk berdasarkan ketentuan market access.

Additional commitments mengatur ketentuan-ketentuan mengenal kuaslifikasi. scan-
dard dan hal-hal mengenai perizinan. Kesemuanya inl dimasukkan dalam schedule atan
daftar negara peserta. Ketiga pasal vang mengatur marker access, national trearment dan
additional compuiments ini sangat penting bagi pelaksanaan GATS karena merupakan dasar
hukum ketentuan operatif bagi penyusunan Schedule of Conunitments yang memuat
kormutmen vang mengikat negara-negara peserta lerhadap negara-negara peseria lain dalam
melaksanakan kewajiban-kewajibannya di hawah GATS. Dengan perkatasn laim, Sched-
ule of Commimments merupakan konkretisasi dalam bentuk nyata dari komitmen-komiimen
negara peserta pada GATS dan tujuannya.

Schedule of Commitments dan masing-masing negara sesuai dengan Pasal XX Ayar
{3y menjadi bagian vang tidak terpisahkan dart GATS. Dengan demikian. Schedile of
Commitmenis werschut mengikat hagi negara vang membuatnya.

Dengan Schedule of Commitments int tercermin juga suatu prinsip. vaiul prinsip
liberahisasi dalam perdagangan jasa dilakukan secara bertahap (progressive lberalizarion)
sesual dengan keadaan dan kemampuan masing-masing negara. Hal ini diatur dalam Pasal
XIX (GATS yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Zulkarnain Sitompul dalam artikelnya mengenal GATS dalam Hukwm dan
Pembangunan (1995) mengatakan bahwa Indonesia dalam rangka perundimgan Putaran
Uruguay telah mencantumkan 5 sektor jasa dengan 49 jemis transaksi dalam Schedule of

Commitments yaitu:

telekomunikast dengan 9 jenis transaksi,
industri dengan 19 jenis transaksi;
transportasi laut dengan 2 jenis transaksi;
pariwisata dengan 3 transaksi, dan

e

jasa kevangan :
a. nonbhank dengan 10 jenis transaksi;
b. bank dengan 6 jenis transaksi.

Komitmen yang diberikan tersebut lebih sempit dart kenyataan yang berlaku. Sebagai
contoh. dalam sub-sektor perbankan, dalam hal pendirian bank campuran kepemilikan
modal pihak asing hanya maksimal 49, sedangkan berdasarkan ketentuan vang herlaku
pthak asing holeh memiliki 85% saham,



SSA - UM NG 12 Th 351897

S2zazadustrast, dalam artikel Zulkarnain Sitompul dapat dilihat pada Schedule of
- mimenis Indonesia untuk subsektor jasa perbankan di bawah ini

S 20107 0T subsector Limitation on market Limitarion on Additional
aceess national treatment coTnmitments

Commercial banking
- Acceptahee of depasits 1) subject to gover- 1) None
. verment regulation

on Foreign Commercial
| Borrowing

! 2y None ;2 Unbound

3} For jount Bank not 3} Joint bank may only |
more than 49%: of the | open new branch in
capital share owned by | B cities

fareign partner (s}

4) For joint bank, only | 4) For joint hank. only
. N . |

. director can be assumed| director can be assumed |
by expatriates by exptriatcs :

13 cross border: 2) consumption abroad; 31 commercial presenee: 4 natural prescnce.

Menurut Sitompul, dari ilustrast di atas dapat dijelaskan bahwa dalam subsektor com-
mercial banking dengan jenis transaksi penerimaan deposito, Indonesia mengikatkan diri
secara multilateral untuk hal-hal sebagai beriku ;

b, Limitarion on marker aceess
1. cross border supply
Mengijinkan bank yang beroperasi di Indonesia mencrima deposito dari luar negeri
dengan syarat tunduk kepada ketentuan pinjaman luar negert;

2. consumprion abroad
Tidak ada larangan bagi penduduk Indonesia untuk mendepositokan uangnya di
luar negeri. Kebebasan ini tidak akan diubah tanpa kompensasi.

3. commercial presence
Bank campuran hanya boleh membuka cabang di 8 kota di Indonesia, ketentuan
ini tidak berlaku bagi bank nasional dan Bank Asing.

4. natural presence
Orang asing hanya boleh bekerja di bank campuran sehagai direktur, ketentuan
int tidak bertaku bagi bank nasional dan asing.
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)

Limitation on national treatiment

1. cross border supply
Dalam hal menerima deposito dari luar negeri tidak ada perbedaan perlakuan
antara hank nasional, bank campuran maupun hank asing,

ta

consumption abroad

Tidak ada komitmen, artinya Indonesia bebas menetapkan ketentuan vang
¥ .

ditnginkan.

()

commercial presence
Untuk bank campuran pihak asing hanva boleh memiliki maksimal modal 495
Persyaralan ini tidak akan dikurangi.

4.  natural presence
Orang asing hanya boleh bekeria di Bank Campuran sebagai direkuur.

Tidak ada additional commirments vang diberikan oleh Indonesia.

Pelaksanaan kewajiban para anggota peserta GATS herdasarkan Bugian 11T mengenai
Schedule of Commirments ini yang dituangkan dalam Schedule of Coruminments yang
diajukan oleh setiap negara peserta inl marupakan husil dari perundingan antara negara-
negara maju dan negara-negara berkembang dalam tahun-rihun seielah Urggnay Reownd
dimulai pada tahun 1986 dalam penyusunan GATS. Schagaimana dikatakan dalam
permulaan tulisan ini, inisiatif negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, untuk
memasukkan pcrdagangan jasa-fasa ini ke datam sistem GATT ditentung oleh negara-ncgara
berkembang yang khawatir, bahkan takut didominasi secara total olch negara-negara maju
scperti Amerika Serikat dalam sektor jasa vang nota bene masih dalam pertumbuhan
permulaan dalam negara-negara berkembang. Sikap menentang ini kemudian agak berubah
setelah ada kesediaan dari negara-negara maju untuk membertkan perlakuan vang khusus
hagi negara-negara herkembang apalagi negara-negara terbelakang. Hal ini terpaksa
dilakukan karena beberapa negara berkembang ternyata mempunyai potensi besar ntuk
maju. Bahkan ncgara-negara di Asia Timur termasuk Asia Tenggara beberapa tahun terakhir
ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Potensi ini merupakan satu pasaran jasa
vang tidak kecil dan akan (crus tumbuh di masa vang akan datang. Karena perlakuan
khusus kepada negara-negara berkembang int sehagaimana terdapat terutama dalam Pasal
IV, jumlah negara berkembang vang tertarik untuk herpartisipasi bertambah. Penawaran
komitmen dalam bentuk National Schedules dan Schedule of Commitmenis mulai
dirundingkan pada tahun 199! beberapa tahun sebhelum Uruguay Round berakhir di
Marrakesh tahun 1994, Perundingan mengenai financial services vang belum selesai ketika
Putaran Uruguay berakhir pada tanggal 1S Desember 1993, dilanjutkan berdasarkan suatu
kesepakatan yang menentukan bahwa sebagian besar financial services masalabnya tetap
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amr buien seteiah herlakunya GATS untuk memungkinkan

vlanioikanny 2 perandimgan- perundmeaﬂ dan memberikan kesempatan kepada Amerika
Senkat untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral dan soal-soal lain tanpa
diharuskan unwk memultlateralkan melalui MEN konsesi-konsesi vang telah diberikannya.
Setelah dilakukan perundingan enam bulan Assistant Secretery of Treasury. Jeffrey Shaver,

Ketua delegasi Amerika Serikal. menyatakan bahwa iurena nogara-negara Lain tidak bersedia

N
untuk menyamai Amerika Senkat dalam liberalisas frcneid serees-nya, Amerika Serikat
Van MEN vang selektf dan
wan WTO Connetl for Trade in

Services memperpanjang batas waktu hingga 28 duil 1993 Pada ranggal 28 Tuli 1995

akan kembali pada vsulnya di izhun 1993 ook csees
pendekatan perjanjian bilateral. Ancaman i mengabd

WTO mengumumkan bahwa negosiasi mengenal finaocia! sorfoer nethasil diselesaikan.
29 anggota WTO {termasuk Uni Eropa sebagai satu kesatuan; menvatakan maksud mereka
untuk mengajukan dan melaksanakan Schedwle of Comminments vang diperbaiki dan
melaksanakan The Second Protocol onthe Gereral \erecment o Trede in Services.

nai ji ¥ overvices dan

Dengan diselesaikannya perundingan

diterimanyu Second Prorocal to the Geaeral Az nient on .’mh i Services, Amerika

Sertkat berhasit dalam akuk garis kerasnya. Hai ving nenting baginva adalah hahwa Uni

Eropa, Jepang dan anggota Qrganization of Feoro Conperalion wnd Development
(OECD) lainnya yang mertpakan pasiran va

sudah terikat dengan GGATS, schingga vellaf(mm Rhiis hepada negara-negars berkembang

i untuk finncial services
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yang juga elah mengajukan Schedufe of Cormmitments-nyandak terlalu merugikan. Bahkan
seperti telah dikatakan karena potenst pertimbuhan regara negara berkembang besar sekali,
hal ini merupakan suatu harapan untuk masa depun. Karena iy, mass transisi 10 tahun
bagi negara-negara herkembang untuk mengembangkan kerja samianya dalam bidang
perdagangan jasa melalut suatu hiberalisast progresit merupukan semacam fnvestmenr bagi
Amerika Serikal dan negara-negara maju lainnya karena dengan special rrearment ini negara-
negara berkembang terangsang untuk ikut serta dun dengan demikian memperbesar ruang
lingkup dari negara-negara yang furnt serta dalam perjanjian Kerja sama jasa. khususnya
financial services. Untuk mengetahui secara pasti keterthatan anggota-anggota GATT
pada komitmen perdagangan jasa, khususnva financial sert ices, perlu dipelajari Schedule
aof Commitments dari setiap negara. Hal ini tidak mungkin difakukan karena banyaknya
jumlah Schedule of Commitments dan banyaknya reservation, limirarion and modification
yang diajukan oleh bunyak negara. terutsma negara-negura berkembang yang sering dimuat
dalam suatu Headnote atau catatan kepala yany dicantumkan pada permulaan Schedule of
Commitments vang diajukan.

Apabila tadi waktu membicarakan Schedule of Commitments yang diajukan oleh In-
donesia dikatakan bahwa Indonesia mengajukan Schedule of Commitments yang isinva
kurang daripada ketentuan yang berlaku dulam negeri. dupal dikemukakan bahwa pejala
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itu boleh dikatakan khas merupakan ciri Scheduic of Commirments yang diajukan oleh
negara-negara berkembung. Ada baiknya di sini secara singkat diajukan heberapa cird dari
Schedule of Commitments yang diajukan oleh Brazil dan India untuk sekedar mengetahui
{imitation yang diajukan oleh beberapa negara. Mengenai perbankan dan lembaga-lembaga
keuangan lainnya, Brazil misalnya tetap mempertahankan larangan pembukaan cabang-
cabang dan subsidiary baru dari lembaga kcuangan bank dan non-bank. India
mempertahtnkan haknya untuk membatasi lisensi-lisensi pinjaman pada 8 lisensi per tahun
dan juga tetap mempertahankan haknya untuk melarang pemberian izin kepada bank-hank
asing apabila bagian mereka dari asset-assct perbankan di India melebihi 15% daripada
asset seluruh sistem perbankan. India juga membatasi securities underwriring pada cabang-
cabang dan subsidiary bank asing vang telah mendapat izin dengan equitv asing hingga
51%; hegitu pula membatasi stock brokerage pada joint venture companies dengan status
badan hukum India yang memiliki fund equiry tidak lebih dari 49% .

Perlu ditambahkan di sini bahwa perundingan untuk MNF financial services yang
berakhir pada tanggal 28 Juli 1995 iw berakhir dengan Amerika Serikat mempertahankan
haknya untuk tidak memberikan perlakuan MNF dalam bidang jasa keuangan kepada
negara-negara lain yang belum termasuk negara-negara vang mencapal persetujuan
perundingan masa tambahan itu seperti anggota-anggota Un Fropa dan Jepang,

Negara-negara berkembang yang telah menawarkan Schedide of Commitments
semuanya berjumlah 40 negara, termasuk negara-negara herkembang vang banyak
penduduknya seperti Argenting, Brazil, India, Indonesia, Korea. Mexico dan Nigeria, yang
bersama-sama telah mengajukan Schedule of Commitinents yang meliputi sebelas bidang
Jasa {sektor dan sub-sektor) yang mencakup business services (tcrmasuk professional and
computer related services), communication services (termasuk postal. telecommunication
and audio-visual services thar full under general services trade). construction services,
distribution services, education, environmental services, financial services, health care,
tourism, recreation and transporrarion.

D. Liberalisasi Progresif dan Perundingan Lanjutan
1. Liberalisasi Progresif

Uraian mengenai perdagangan jasa-jasa dalam rangka GATS ini mungkin
membingungkan pcmbaca karena perundingan mengenai Schedule of Commitments yang
memuat komitmen-komitmen negara-negara peserta vang diberikan dalam rangka GATS
dilanjutkan atau berlangsung lerus setelah ditandatanganinya GATS bersama-sama dengan
perjanjian-perjanjian WTO Jainnya pada akhir Desember 1994, Kita juga mengetahui
bahwa perundingan-perundingan mengenai Schedule of Commiiments sudah dimulai pada
tahun 1991 beberapa tahun sebelum perjanjian WTO ditandatangani, Timbul kesan seolah-
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olah tidak ada hubungan antara perundingan-perandieygan Komitmen-komitmen negara

peserta yang drberikan di bawah GATS dan perjanjran 1w sendirt. Walaupun kesan yang
membingungkan ity memang ada, namun paling tidak sepanjang inengena perundingan-

fada kelentuan

Al

perundingan lanjutan yang ditakukan setelah perjanpan GATS it ditan

atau pasal vang mengaturnya dalam perjanjian GATS. yuitu ketenlian-hetentan  dalam
Bagian 1V mengenai progressive liberalizarion yang rerdiri dart & casals vt Pasal XIX
vang mengatur Negotiation of Specific Commirments. Pasal AX vang mengatig Svhedules

of Specific Commitments dan Pasal XX yang mengitun wen npcditi e uf sehedules.

Pasal XIX mengatakan dalam Ayat (1) bahwa negara-neg.

5 pesery akan mengadakan

putaran-putaran perundingan untuk mencapai iwjuan beraiisast perdagangan jasa untuk
mencapai tingkat kehebasan jasa yang lebih tingst dalam wakw § -imad tifiun sesudah
berlakunya perjanjian WTQ. Perundingan-perundingan demikean beiiujuan untuk

mengurangi atau menghilangkan efek buruk yang disebabkan oleh negura poseria terhadap

perdagangan jasa sehingga tercapal market accevs vang ctfckuf. Proses perundingan
berlanjut ini diadakan untuk memajukan kepentingarn serannegara peseria “uas dasar saling
menguntungkan dan untuk mencapai keseimbangan hak-lak dan kewajpban-kewapiban
negara-negara peserta.

Avat (2) mengdtakan bahwa proses hiberainasi v akan didubukan dengan
memperhaiikan Kepentingan atau twjptan-nijuan kebijah 20 nastom negi e ooy

SAnl anegola
dan tingkat perkembangan ckonomi negara pesertd, baik secira umun inaupun datam sektor-
sektor tertentu. Pelaksanaan proses liberalisasi itu akau cukup eksibel schungga negara-
negara peserta/negara berkembang dapat membuka lebiin sedikitsektor itk itberalisasi

menyangkut lebih sedikit jumlah transuksi sehingga marker acoesy 1tu secara progresif

diperluas sesual dengan keadaan tingkat perkembangan ckonomi meivka  Negara-negara
peserta/negara berkembang dalam membuka pasar jusa mereka b

HR

penthert jasa asing

dapat mencantumkan persyaratan-persyaratan yang bertujuan untub mencapad tujuan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal [V yang mengainr kepentingan negara-negara
berkembang. Ketentuan-ketentuan Pasal XIX yang dikunp di atas sangat menarik karena
ternyata cara atau teknik putaran-putaran perundingan vany Jahulu dilakukan uniak GATT
(barang) secara keseluruhan sekarang dipertahankan untok meningkatkan partisipasi negara-
negara peserta dalam perdagangan jasa secara bertahap. Putaran-putaran perundingan yang
bertujuan untuk mencapai liberalisasi progresif dalam perdagangan jasa ini akan ditakukan
melalui putaran perundingan bilateral, plurilaterat atan multilateral guna meningkatkan
tingkat umum dari specific commitments yang diberikan oleh negara-negara peserta
perjanjian jasa ini. Untuk memperlancar perundingar dalum putaran-putarun perundingan
jasa int, Councif for Trade in Services akan menvusun podinnan aiau panduan perundingan

merigtkan kepentingan negara-

=

untuk mencapai hasil perundingan yang opnmal tisa

negara peserta terutama yang dilindungt oleh Pasal TV



FERJANJIAN WTO MENGENAS
PTERNASIONA:L JASA (GATS)
TiF WEGARA BERKEMBANG

PERDAZAN
DILIHAT DAR

Mengenar Pasal XX yang mengatur Sciredieds s of Spovific Connainments vang telah
dibicarakan dalam halaman-halaman terdahulu dapai diadaban peruhabun-perubahan oleh
negara peserta melalul modification of schedules vanyg diatur dalam Pesal XX Suatu
At delam Schedulde
of Commitments-nya pada suatu saat 3 {tiga) whun setelah komitmen itu boriaha. Negara

negara peserta dapat mengubah atau menarik kembali kormtrnen vang dib

peserta yang akan melakukan perubahan atan penunkan kembali korsn sen it menurw
pusal ini harus memberitakukan kepada Counci! for Trade i Services tsga butan sehelum

tanggal pelaksanaan pcrubahan atau penarikan keretail komitmen fu. Alas pormintaan
suatu negara peserta vang kepentingannya terkena ofch revubahan atau oy
komitmen negara peserta yang melakukan penarikan koniouien i, mikd negary peserta
pengubah atau penarik komitmen itu wayib menvadakan peranding
dirugikan untuk mencapal suaty kesepakatan mengera penvesoaian ke
diperlukan. Dalam perjanjian dan kesepakatan demikian kedua beleh pihick harus berusaha

att kembali

i

THCoUTH Vang
GRASY vang

untuk mempertahankan suatu tingkat komitmen wnum yvang Udak iebil rendab atau jelek
daripada vang tercantum dalam Schedule of Conuniimenrs vang berlaku sebelum
diadakannya perundingan-perundingan dermkiun, Kompe
MFN. Apabila tidak tercapal kesepakatan anfuiad negara peserty vans
perubuhan dan pegera peserta yang terkena perabahan sebebin akin renode vang
ditentukan untuk perundingan itu, maka negara vang terkena percbabiun holol mengasukan

st akan diberkan atas dasar

e oadakan

persoalan itu kepada arbitrase,  Sctiap negara »any terkova atau diigr oo vaey ingin
mendapat kompensasi harus turut serta dalam arlwtrase dovarkian.

Apabila tidak diajukan permintaan arbitrase olsh negasi vang terkena e shahan, maka
negara vang mengadakan perubahan alau penarikan komitmen ity boleh melakukannya
dengan segera, Scehaliknya, apabila telah terjadi arbitrase negera peserta vang mengadakan
perubahan atau penarikan kembali komitmen tidak beleh melakukannyvi sebeium
dilakukannya kompensasi (compensatory adjustmentss sesual dengan keputisan arbitrase,
Dalam hal suatu negara peserta vang melakukan modifikast atac penarikan komitmen tdak
melaksanakan keputusan arbitrase, maka setiap negara lain vang terkena alau dirugikan,
dapat mengadakan findakan balasan dengan mengadakan perubahan atau merin ik kemnbali
komitmen-komitmen yang dibenkannya kepada negara yang melakuban kesaluhan
terhadapnya. Tindakan balasan itu hanya boleh ditujukun kepada negars peserta vang
mengadakan perubahan atau penarikan komitmen dengan tidak memperhirikan keputusan
arbitrase,

Dari ketentuan-ketentuan mengenal progressive Uberaiizarion (Pasal XX dun Medi-
fication of Schedules (Pasal XXI) tampak jelas bahwa waluupun kelentuan-ketantuan iai
bertujuan untuk mengadakan liberalisasi progresif secara bertahap Juri komitmen-komitmen
negara-negara peserta dalam sektor keuangan dan fzin-lam sekior jasa vang diatur dajam
perjanjian ini. namun tampak jelas bahwa kepentingan nicgara-ncgara berkembung cukup
diperbatikan,
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2. Perundingan Lanjutan

Pertemuan Menteri (Ministerial Meating? s i Murrgresh pada tanggal

14 sampai desgan 16 April 1994 membentik Pros oA Tswintee fur the WTO
{PREPCOM hertwjuan untuk menjarmin perabliban vamye vl L e o GATT ke sistem

al Iafrar komitmen

WTO di samping bertanggung jawah untuk menye!

JLSE TTDonuK suatu sub-
@ tenpgal 14 April
i bagl pelaksanaan

negara-negara poserts unluk psa-pase. Pertemaan Moo

. * . . . . . Lo
komite mengenal jdsa-jasa (.‘E'Mb'(‘()f??ﬁ!fff{’é‘ CE FEPUICE ) G0 I'-';‘:}‘-L“;' Y

1994, Sub-komite i bertanggung jawab melakiiu peke
penuh dari GATS dan memantau perundingan-perund’
3 sektor, vaitu (1) perjatanan (mevementy dari ora

N Pers

coaniatan vang Jiiekukan dalam
varg menmherikan jasa, (2)
jasa transportasi marittm dan {3) busic telecommunzentions Votah hetiga hat i masing-

masing telah dibentuk negotiating group. Dari tiga regotfaing gronp i dua kelompok

menemui kesulitan, vailu negotiating proup mevgenai persalanan orang-orang pemben
jasadan negoticring group onmarivime rransport services Yang perama karena komphkasi-

“hosedangkan

komplikasi vang timbul dalam pelaksanaannya. teretania Qi Ling Fropa dELU
1715 kemEivan Karena sikap

HegoNanng group it IAriRe transpart services Niak

Amerika Serikat vang mengambil garis keras dalas ai-perindingay . Nego-

Hation group on maritine rransport services yan: teink hooonay peberane kali setelah
Perjanjian Marrakesh ditandatangani dan menverahkan lansranes 3 galasn pertemuan di
1 Busie {elecommuni-

chalan Februar 1997,
{ 5% negara il karcna

Tenewa bulan Juni 1996 termvata belum mencapai hasil. Peronding

cations telah berhasil dengan suaty persetujuan vang iweroap.
Uni Eropa tidak terut serta dalam persctujuan vang ditands
belum selesai dengan pembenahan perdagangan jasa elekomimikass antara para anggotanya.

Diperkirakan Uni Eropa akan selesal dengan pembenahan ini m 1998,

Dibandingkan dengan sektor-sektor lainnva hasit poromdingan dalam sektor jasa

keuangan relanf lebih batk, Hal pertama yang dapat dicatas a:dalab bidany jasa keuangan

yvang merupakan bagian integral diart GATS dengan voosani Anpex khusus mengena
financial services yang secara rinct memuat hal-kal apa <a vang wermasuk dalam bidang
ini. Termasuk di dalamnya selam jasa perbankan dugs secanities dan kegtatan-kegiatan
dalam bidang asuransi yang semuanya (unduk pada kot -ketentuan GATS. Akan
tetapt keberhasilan yang dicapai dalam sektor jasa kesiangast ini hores dichuor juga dengan

heberapa ketentuan yang berhasil diperjuangkan oleh negara-negara peserta vang bersitat

holding action. Hal ini termuat dalam Annex Kedua (Second Annex) vang memungkinkan
memperoleh exemption Article ILMEN Exemprion) seteluh burlukinya perjanjian GATS,

Annex Kedua ini memuat penyimpangan kewajiban M itk asa kevangan dalam
suatu jangka wakiu 60 hari (terhitung 4 bulan setelah Forlziunya GATS), walanpun telap
tunduk pada ketentuan review atau peninjauan kembalt Hme tahun dan jangka waktu berlaku

1(} tahun,
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Biasanya penggunaan pengecualian Pasal II itu menimbulkan tuntutan-tuntutan
kompensasi dari negara peserta lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal XX{, akan tetapi
Annex Kedua meniadakan (waive) hak inl. Anncx Kedua juga memungkinkan suatu negara
peserta dalam jangka waktu 60 hari (terhitung 4 bulan seielah berlakunya GATS ) itu untek
memperbaiki, mengubah atau menarik kembali sebaglan alau sclurwh spectfic comniir-
ments yang ia telah ajukan dalam Schedule of Commitment-nya. Annex Kedua sebabknya
juga memurtgkinkan suatu negara peserta untuk melanjutkan perundingan-perundingan
dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan komitmen yang mereka telah buat,

IV. EVALUASI DAN KESIMPULAN
A. Evaluasi

Setelah uraian secara gans besar mengenai GATS ataw General Agreement on Trade
in Services kiranya kita dapat mengadakan pemilaian dan heberapa kesimpulan. Uraian
mengenai GATS menunjukkan bahwa memang tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip
yang berlaku bagi GATT, vaitu General Agreement mengenai barang-barang pada perianjian
perdagangan jasa-jasa. Dalam GATT. objek dari perjanjian adalah barang-barang (goeds).
benda yang kongkret secara fisik. Dalam penjualan barang-barang secara mnternasional
(international sale of goods) ada benda-benda fisik melintast batas negara. Dalam hal
penjualan barang-barang, semuanya ini jclas dan tindakan untuk menghualangi atau
menghambat kelancaran dan perdagangan demikian jelas juga. yaitu diadakannya hambatan
berupa bea masuk {rariff) bagi barang-barang terschut. Dalam perdagangan internasicnal
jasa, kesulitannya adalah hahwa jasa itu sendiri merupakan benda vang tidak berwujud dan
karena itu sering dinamakan invisibles. Berlainan dengan perdagangan internasional barang-
barang, perdagangan jasa tidak bisa dihalangi dengan bea masuk. Hambatan terhadap jasa
bergantung pada cara jasa itu diberikan. Dalam hal jasa itu diberikan olch orang yang
mengadakan perjalanan dari suatu negara ke negara tain, hambatan bisa diadakan melalui
peraturan imigrasi atau peraturan ketenagakerjaan. Dalam hal jasaitu diberikan oleh adanya
suatu hank, apakah berupa cabang atau perwakilan di negara lain, hambatan hisa herupa
peraturan penanaman modal dari negara tuan rumah dan menyangkut juga ketentuan atau
peraturan moneter atau perbankan, Dalam hal konsumsi jasa 1tu dilakukan di negara lain,
misalnya bidang pariwisata, hambatan kembali menyangkut ketentuan keimigrasian yang
dalam hal kepariwisataan bisa dilonggarkan atau diketatkan. Dalam hal ada hubungan atau
transaksi dilakukan melalui media telekomunikasi, hambatan bisa diadakan melalul
keputusan atau peraturan dalam hidang telekomunikasi.

Pengaturan atau peraturan pemerintah (government regulation) dengan demikian merupakan
alat penghumbat perdagangan jasa sebagai pengganti bea masuk.  Secara potensial ini
berbahaya karena pengaturan pemerintah ini juga bisa merupakan alat diskriminasi yang
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bhertentanzan dengan MEN dan national treatment. dua soko guru {piliar) dar liberalisasi
perdagangan jasa. Namun GATS tidak punya pilihan selmn menertma adanya govern-
ment regulation yang merupakan atribut kedaulatan sebazas suais henyataan. Satu-satunya
jalan uniuk mengatasinya adalah untuk menyatakan dalam Pasal Yiagar = ali mea-
sures of general applicarion affecting trade in servicey arc adminisiered in u reasonable,
objective and impartial manner” dan juga untuk moelabsanakan prosedur-prosedur untuk
meninjau Rembali (review) dan mengoreksi keputusan- keputusan admimsiratif yang
merugikan pembert jasa asing. Akan tetapi. peninjauan hembai demikian termasuk
pemertksaan oleh badan-badan pengadilan tidak depar Jiadaxan jika hal demikian
bertentangan dengan konstitusi atan sistem hukum neyara pescrti

Kesulitan lain dalam merundingkan dan merumushan GATS adalub perbeduan tingkat
kemajuan antara negara-negara maju dan negara-negara herkembung, Adanya perbedauan
ini menyebabkan GATS banyak memuat ketentuan-hetentasn suny mengandung
beng. Kesulitan-

il

pengecualian dan kemudahan-kemudahan bagi neyara-negara ber!

kesulitan ini tidak ditemui oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa daian m adapi anggota

OECD vang anggota-anggotanya juga terdiri dari negara-neynra i, [sim pertentangan.
kalan ada, disebabkan oleh karena mereka saling beisatnig,

Kesulitan yang disebabkan olch perbedaan-perbedaan varng curt: Do antara negara-

negara pescrta dan karena prosedur pengambilan keputusin edatah honsersos menyebabkan
mengapa Putaran Uruguay memakan waktu yang cukug lama yakn kurany lebih sembilan
tahun. Bahwa akhirnya dicapai juga kata scpakat atas pelbagal naskal perjanjian yang
ditandatangani di Marrakesh 31 Desember 1994, termasuk GATS. adalih borkat ketekunan
dan keuletan dari delegast anggola peserta.

Pengambilan keputusan dengan konsensus ini merupakan sebab mengapa pasal-pasal

dalam GATS dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara karena kebanvakan memang merupakan
hasil kompromi. Dengan perkataan lain, ketentuan keteniuan GATS merupakan sofr fow,

bukan perangkat ketentuan hukum yany jelas dan tegas.

B. Kesimpulan

Apabila dalam rangka menarik kesimpulan ditany akan apakah nsaha untuk mencapa
GATS itu berhasil atau tidak, sccara umuam dapat dikarakan bihwa melihat jomiah negara
yang telah mengikatkan diri untuk melaksanakannya, usaha ini telah berhasil. Berkat
sistem paket dalam penandatanganan Perjanjian WTO, 80 nzgara {dan satuan pabean)
anggota GATT (lama) otomatis menjadi peserta GATS. D1 antaranya terdapat 40 negura
berkembang, termasuk beberapa yang penting dan berpenduduk banyak seperti Argentina,
Brazil, India, Indonesia, Mexico, dan Nigerta yang telah menawarkan Schedule of
Commirments mereka masing-masing yang secara keseluruhan dan bersama meliputi 11

b
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sektor dan sub-sektor. Walaupun dari sudut jumlah peserta GATS hisa dinilai cukup berhasil,
namun masih banyak yang harus dikerjakan.

Beberapa sektor belum ada kesepakatan dan musih divundinghan, seperti sektor
p £ I

mengenai pengangkutan laut dan pengangkutan udara v ang wa massh jauh dari

kesepakatan. Persetujuan mengenai Basic Teleccmmuiticaiion deriioes welan tecapai ds
buian Februgri 1997, Tinggal kita melthat pelaksanaan vang nyaa o
inant.

mitments yang diajukan oleh 67 penandatangan perizsiiiar

)

Seperti telah dikemukan sektor jasa keuangan relatuf febil aaju dibndl

inzkan dengan
sektor- sektor lain dalam GATS, kalau tidak mav dikaiaka sekior paling maju,

Hal lain vang mentadi ukuran keberbasilan GATS adaish keadean Scbedule of Com-
mitments yang teluh disepakat di pelbagai sektor. Dalam hal v juga masiti hanyvak vang
harus dikerjakan. mengingat hahwa cukup banyak negars poseria vang dnchat Komitmennya
masih rendah.

Khusus mengenat Indonesia, berdasarkan informasi wotang Schecdiife of Commitments
vang diajukan vang ada pada saya, dapat dikatakan babwa saang baolumnva {coverage)
Dahh dn LUk saat negara
S )‘1 Hite of Com-
ingm khusus

vang meliput: 5 sekror jasa dengan 49 transaksi cukup memasas

berkembang dapat dikatakan cokup maiu. Hal yvang juga merank

mirments Indonesia tentang jasa ini bahwa tingkat komitmenvva hizlos
di sub-sektor keuangan, vang berarti bahwa kita cukup by hm bati et penvosunan

pen
Schedule of Commirments ini.

Penyusunan Schedule of Commitments yang diajukan ofch fadonesta dalam rangka
GATS ini sudah pasti disusun oleh pejabat-pejabat dan orang- orang veng whli dalam kelima
sektor vang tercakup dalam Schedule of Commirmernrs Indoncsia ini, vaitu @ (1)
telekomunikasi. (2} industry; (3) transportasi laut; (4) pariwisata (5} jasa keuangan,
Mungkin dalam menyusun Schedule of Commitments i ahls hukum tidak liwrutseriakan,
karena memang secara teknis murni hal ini tidak perlu. Akan telapi kiraava holeh sava
sarankan bahwa ada batknya untuk melibatkan ahli hukum dalam hal ikhwal yang
menyangkut GATS ini, termasuk dalam penyusunan Schedule of Commitments-nya karena
dalam pelaksanaan selanjutnya mau tidak mau akan muncul masalai-masabah hukam, karena
dokumen GATS bagaimanapun juga merupakan dokumen kukum. Hal ini akun lehih terasa
lagi apabila nanti Indonesia harus lebih aktif lagi dalam sidang-sidang Council on Trade in
Services yang seperti diketahui berwenang untuk mengetuarkan pedomun-pedoman ( guide-
lines) dan melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka pelaksanaan perunjian GATS,
termasuk pembentukan panel-panel yang dapat discraht pelbagal macaim masalah yang
menyangkut pelaksanaan GATS ini, yang meliputi puta penvelesatan permuasaiahan antara
para peserta apabila imbul perbedaan interpretasi mengena aspeh-aspek hukum perjanjian
GATS ini.
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Walaupun Lurui sertanya Indonesia dalam GATS ini kini sudah merupakan suatu
kenyataan yang memang tidak dapat dielakkan karena sistem paket dalam penandatanganan
Perjanpian WTQ, namun ada baiknya juga ditanggapi pertanyaan baik tidaknya kita turut
serta dalam GATS. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan positif karena alternatifnya adalah
bahwa kita harus menghadapi negara-negara hesar secara bilateral rermasuk Amerika Serikat
vang terkenal dengan tindakan balasannya yang scring dilakukan secara untlatcral dan
cukup keras dampaknya. Saya tidak melihat pilthan lain selain kita meningkatkan
kemampuan Kita dalam bidang-bidang jasa yang diatur dalam GATS ini, termasuk
peningkatan kemampuan ahli-ahli hukum kita. Tujuannya adalah agar segala ketentuan
GATS, termasuk kemudahan-kemudahan dan exemprions yang termuat di dalamnya dapat
dimanfaatkan olch kita dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Aceves, William F., “Lost Sovereignity? The Implications of the Uruguay Round Agree-
ments,” Fardham International Law Journal, Vol 19, 1995, hlm. 427-474.

Demaret, Paul, “The Metamorphoses of the GATT: From the Havana Charter to the World
Trade Organmization,” Columbia Journal of Transnational Law. Vol. 34, 1995, hlm.
123-173.

Footer, Mary E.. “The International Regulation of Tradc in Services Following the Comple-
tion of the Uruguay Round,” The International Lawyer, Vol. 29, 1995, him. 453~
482.

Leebron, David W., “An Overview of the Uruguay Round Results,” Columbia Journal of
Transnational Law, Vol. 34, 1995, hlm. 11-36.

Sitompul, Zulkarnain, “Putaran Uroguay dan Perdagangan Jasa.” Hukum dan
Pembangunan, Tahun XXV, Agustas 1993, him, 336-359.

Trachtman. Joel P., “Trade in Financial Services under GATS, NAFTA, and the EC: A
Regulatory Junisdiction Analysis,” Columbia Journal of Transnational Law, Vol.
34,1995, him, 37-122.

]
-3



